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diatur juga dalam Ketentuan Peraturan. Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan, Tanah, Pasal 12 yang 

menyatakan bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau tanah 

reklamasi di wilayah perairan pantai dikuasai langsung oleh Negara. 

Kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Permen ATR BPN No.16/2017) 

Pada Pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Tanah Negara Merupakan 

tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang tidak dilekati Hak 

Apapun atas tanah. 

B. Saran 

Berdasarkan Kesimpulan sebagaimana diatas, maka Penulis 

merekomendasikan beberapa hal: 

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Sumbawa segera menerbitkan Surat 

Keputusan Penetapan Wilayah Pulau Bungin sebagai bagian dari 

Masyarakat Adat. Pemerintah Desa Pulau Bungin perlu juga 

menerbitkan peraturan Desa mengenai luasan dan jangka waktu proses 

menimbun laut yang sebelumnya hanya disepakati secara aturan adat 

yang tidak tertulis oleh masyarakat Bajo di Pulau Bungin. 

2. Pemerintah Desa Pulau Bungin lebih aktif mengajukan permohonan 

Pendaftaran Tanah Kepada Kantor Badan Pertanahan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat untuk memperoleh sertipikat Hak Milik atas Tanah Hasil 

Reklamasi Permukiman Masyarakat Bajo.  
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Gambar 1. 

 

Keterangan: Foto Dokumentasi Wawancara dengan Makkadia selaku Kepala 
 Adat Desa Pulau Bungin pada Maret 2020 
 
 
 
 
Gambar 2. 

 
Keterangan: foto dokumentasi Wawancara Kepala Desa Pulau Bungin  
 



Gambar 3. 

 
Keterangan: Tampak Permukiman Masyarakat Bajo di Pulau Bungin 
 (sumber foto google) 
 
 
Gambar 4. 

 
Ket: dokumentasi Peneliti mengenai Gambaran Rumah Panggung Masyarakat 
Bajo di Pulau Bungin pada Maret 2020. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gambar 5. 

 
Keterangan: dokumentasi peneliti mengenai gambaran tanah hasil dari 
Penimbunan laut yang dilakukan masyarakat Bajo untuk mendapatkan  
Tanah permukiman. 
 
 
Gambar 6. 

 
Ket: Dokumentasi Peneliti Pada saat berada di Desa Pulau Bungin Nusa  
Tenggara Barat. 

 


